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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
m . NOMOR TAHUN 2011

TANG - ,

PAJAK DAERAH KABUPATEN MINAHASA -

Ii DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI MINAHASA,
“ Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
™ 'Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
- Minahasa yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesyaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan- sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
- menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pajak Daerah
- Kabupaten Minahasa. '
Mengingat 1. Undang-Undang Nomar 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
‘ Tingkat Il di Sulawesj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1822);
E 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
» 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
& 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
40, Tambahan-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); A
Undang-Undang Nomor 14 Tahun' 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan -
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Noror 17 Tahun -2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .
. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
~ Perundang-undangan (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); <% -
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'20. Peraturan Menteri-Da

r|15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

9. Undang-Undang Nomo
dan Tanggung Jawa
Indonesia Tahun 2004
Indonesia Nomor 4400); .

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

.- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

. 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun -
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

"11.-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126 Tambahan Lembaran Negara
“Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

omor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana .(Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258); .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 3339);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
'Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan
Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam
rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4050);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

18. Peraturan Pemerintah
Pemerintahan Antara
Pemerintahan Daerz
Indonesia Tahun 2007 .

19: Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara republic Iridonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

m Negeri. Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
Penyusunan Produk Hukum DaegiussTAHUI / MENGESAHKAN

omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota - (Lembaran Negara Republik
omor 82); - '
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
1,

o o

22, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang

" Urusan Pemerintahan Wajib dan’ Pilhan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun

2008 Nomor 2); - . N o

23. Peraturan Daerah. Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Minahasa Tahun 2008 Nomor 9). -

Dengan Persetujuan 'Bersama

DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPA | MINAHASA

DEWAN PERWAKLAN RAKY

MEMUTUSKAN: '

KABUPATEN:- MINAHASA TENTANG PAJAK
DAERAH KABUPATEN MINAHASA
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Daerah adalah Kabupaten Minahasa.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mmahasa
3.
4. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Pe angkat Daerah- yang diberi tugas tertentu dubldang

Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.

perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Minahasa.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan:
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan b tuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayan n yang dlsedlakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah pe mapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. ~
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran

~12. Pajak Hiburan adalah pajak atas peny

yang mencakup juga rumah makan, ka
jasa bogalkatering.

etaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk

®

nggaraan hiburan.

13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang

14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.sz...

dinikmati dengan dipungut bayaran.
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" . Perkotaan yang terutang kepada Wajib Ra

15. Reklame adalah benda, alat, perbuatap, atau media ‘yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenanlkan, menganjurkan, mempromosikan, atau
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dlllhat
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun dari sumber lain.

17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dldalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan’ Iogam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan -dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipar kendaraan bermotor. .

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara

21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah.permukaan
tanah.

23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak| atas keglatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

24, Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga
collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.

25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bag|
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan-pajak yang terutang. '

28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

30. Pemungutan adalah suatu rangkaian ke jatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
" subyek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan .

31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat SPTPD, adalah surat yang -
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,perpajakan daerah. -

32. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi,dan .
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan| dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya-disingkat SPPT, adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

xRN ALY L MENGESARKAS |
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36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B

yar, yang selanjuthya disingkat SKPDKB,. adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak

yang masih harus dibayar.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak |y ng menentukan tambahan atas jumlah pajak yang

telah ditetapkan.

- 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,

ng selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah|pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredlt
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. *
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredlt
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

41. Surat Keputusan Pembetulan adalah s
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan d

urat keputusan yang membetulkan kesalahan tulls
alam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan .daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah

urat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

42, Surat Keputusan Keberatan adalah

Surat Tagihan ‘Pajak Daerah, Surat Keputusan

surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

‘Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

. Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, - atau terhadap pemotongan

atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak.

43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
44. Pembukuan 'adalah suatu proses pe

ajib Pajak. -
encatatan  yang. dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

ditutup dengan menyusun laporan keu
periode Tahun Pajak tersebut.

angan bgrupa neraca ‘dan laporan laba rugi untuk

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan. mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar

. pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan

untuk tujuan lain dalam rangka melak

perpajakan daerah dan retribusi daerah.

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
sanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Penyidikan tindak pidana di bidang per ajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik ur
bukti itu membuat terang tindak pidana di

serta menemukan tersangkanya.

PAJ!

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :
Pajak Hotel; '
Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan; s .

®o o0 o

tuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
i bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi
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- f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; - MENGETAHUI / MENGESAHKAN
- g. Pajak Parkir;  SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
h. Pajak Air Tanah; | TANGGAL - T} O 1EULe A 2
‘ : . | JABATAN :  KEP
o i. Pajak Sarang Burung Walet. ' U DA HUKUM DAY
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Bagian Kesatu

“ Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
g | sal 3
- - ,
(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Hotel.

i (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,
- termasuk jasa.penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan

dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. .
" (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud |pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile,
- teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, |seterika, transportaS| dan fasilitas sejenls |a|nnya
- yang disediakan atau dikelola Hotel.
‘ (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah .

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
- Daerah; '
. b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

c. jasatempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
i d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti
- sosial lainnya yang sejenis; dan '

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan

, dimanfaatkan oleh umum;
(5) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada
Hotel .

(6) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

isata yang 'diselenggarakan oleh Hotellyang dapat

‘ Bagian Kedua :
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak serta Wilayah Pemungutan

asal 4

Bad 8.4 Bed Bl

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumiah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada Hotel. .

(2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (sepulu persen).

(3) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tanf sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini. :

(4) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokesi.

BAB IV

- PAJAK RESTORAN

ﬁ. Bagian Kesatu - .

: Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

w \ asal § |

“ (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Restoran, « .

5§
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(5) Subjek Pajak Restoran adalah orang pri
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(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran . :

(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan
penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat
pelayanan maupun ditempat lain. ' _ , '

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran apa ila omset atau pendapatan restoran kurang dari Rp
500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan. - :

di atau Badan yang membeli makanan dan/atau
minuman dari Restoran . - ‘

(6) Waijib Pajak Restoran adalah orang priba i atau Badan yang mengusahakah Restoran .

: Bagian Kedua .
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak serta Wilayah Pemungutan

sal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima Restoran. . ' : -

(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar [10% (sepuluh persen).

(3) Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaiman
dimaksud pada ayat (2) dengan dasar|pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini. ' ‘

(4) Pajak Restoran yang terutang dipungutd

ilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

AB V

PAJAK HIBURAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek,

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : . e
a. - tontonan film; . ' SAM{E&%‘?& FAHUT / MENGESAHKAN
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; DA SESba e ae RISA KEGENARANNYA
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; - oL 1 cﬁh; s ol A
6. paeran | [ e,
e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; - ‘ Qe
f. sirkus, akrobat, dan sulap; | " ZESIETOUBOKAN SH, s
g. permainan bilyar, golf, dan bowling; NP e T g g
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor; dan permainan ketahgkasar; B —
.

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
j. pertandingan olahraga. - '
(4) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
(5) Waijib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

: B
Dasar Pengenaan dan Ta

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumiah 'uang-yang diterima atau yang seharusnya
diterima oleh penyelenggara Hiburan. .- - '
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(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga dan tiket cuma-cuma yan diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

(3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). :

(4) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab
malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan
sebesar 50% (lima puluh lima persen). : ‘

(5) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen). ' .

(6) Besaran Pokok Pajak Hiburan yang erutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini. _

(7) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di

layah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

AB VI
PAJ REKLAME

Bagian Kesatu
Nama,” Objek, Subjek dan Wajib Pajak

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipung‘ut Pajak atas setiap pényelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame adalah semua peny lenggara Reklame.
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

idak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah - '
penyelenggaran Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan,
warta bulanan, dan sejenisnys; - ‘ '
label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis lainnya; o
nama pengenal usaha atau profesi yang dipasarig melekat pada bangunan tempat usaha
atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal
usaha atau profesi tersebut ' ,
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,;
(5) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(6) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
(7) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang Pribadi atau Badan,
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(8) Dalam hal Reklame diselenggarakan m lalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib_gs..,.

Pajak Reklame.

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya,

b. Reklame Kain; S ' v
¢. Reklame melekat, stiker, SASZ%\JGETAHU.I / MENGESAHKAN
d. Reklame seleberan; : FOTgfcpgsTELAHD’PER'AKSAKEBENARF«MNY
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; KgAGT%L fﬁ S Gota
t.Reklame udara e o

g. Reklame apung; ox

h. Reklame suara; o

i. Reklame film/slide; dan _ - L

j. Reklame peragaan; : — e

T .

a.

il

o

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Serta Wilayah Pemungutan




i

-
- Pasal 10
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame disingkat NSR.
" (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada .ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi .
- penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggara, jumiah dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau
% dianggap tidek wajar, Nilai Sewa Rekiame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor
:

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ssebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis Lokasi kali Ukuran / Satuan Media Reklame kali
| Jangka Waktu kali Harga Satuan Reklame. |
2 (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
- dengan Peraturan Kepala Daerah.
| (7) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
i (8) Besaran pokok Pajak Reklame yang |terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
- | sebagaimana dimaksud pada ayat (7) \dengan dasar pengenbaan pajak sebagaimana
| dimaksud pada ayat (6) Pasal ini. |

g (9) Pajak Reklame yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut
o diselenggarakan. ' - B
MENGETAHUI /| MENGESAHKAN
B Vil SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
PAJAK PENERANGAN JALAN CANGGAL. owss&aﬁw\s%‘ a
. JABATAN «EPALA BAGIAN HUKUM DAN
% Ba , n Kesatu PERUNDANG - UNDANGAN
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
% asal 11
% j (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
| (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang diperoleh dari sumber lain. : B
% (3) Listrik yang dihasilkan sendiri s_ebag imana ‘dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh

pembangkit listrik. : . C o

m (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
'b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat,
% dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. ‘penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak

memeriukan izin dari instansi teknis ter ait;
% (5) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan

tenaga listrik.
(6) Waijib-Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan menggunakan tenaga listrik.
(7) Dala-hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah

penyedia tenaga listrik. |

: Bagian Kedua o
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Serta Wilayah Pemungutan

sal 12

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.e,.~
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jalan.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana di

ksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga
Listik adalah jumlah tagihan biaya| behan/tetap ditambah dengan biaya pemakaidn

kwhi/variabel yang ditagihkan dalam

ening listrik.

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan

kapasitas tersedia, tingkat penggun
satuan listrik yang berlaku di wilayah
(3) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan

(4) Penggunaan tenaga listrik dari sumber Ig

alam, tarif pajak penerangan jalan diteta

aerah.
ebesar 10% (sepuluh persen).

an sebesar 3% (tiga persen).

n listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga

in oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas

(5) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan

sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

(6) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54.

(7) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga

listrik..

B

PAJAK MINERAL B

B

N LOGAM DAN BATUAN

jan Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan

| Pasal 14

pengarnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan
Logam dan Batuan yang meliputi :
asbes;
batu tulis;
batu setengah permata
batu kapur;
batu apung,
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar; -
garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;
gips;
kalsit;
kaolin;
leusit;
- magnesit;ex.,. -

LUVOoOI3IgI AT TITQ@ OO0 D

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

TANGGAL. - DWW%}L

JABATAN = KEPA J\ BAGlAN HUKUM DAN
PERPUNTANG - UNDANGAN

Q—t

5t 2SJE TOMBOKAN, SH. MSC.
"L 195802131986032005

Logam dan Batuan dipungut Pajak atas setiap

Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan

10
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r. mika;
s. marmer, . _,
t. nitrat MENGETAHU! | MENGESAHKAN
u. opsidien; 5ALINAN FOTO COPY TELAH omamxé;xl\ t\TEBENAPA:N\’A
D UAI AN ASLINGS
V. oker; ‘ . TANGGAL - WM%UK Lﬁ?}:?
i ikil: LABATAN - KEPALABAGIAN ! :
‘)QI' gzz:: l:]aar:.sg.enk"' _ ~ PERUNDANG - UNDANGAR
. perlit , — Qe
)zl ghospat' GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC
a'a talk: ’ NIP. 1959021 31985032005

bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum),
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. traktit; dan
kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Dikecualikan oleh objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah : |
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara. komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan
rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
b. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan- dari -
kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
(4) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(5) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. '

: Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Serta Wilayah Pemungutan

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral B can Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
_ (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase
_~ hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan
B Logam dan Batuan. |
/@;)Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi
setempat di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi
pryang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
arif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

5) Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan..s..-

. 1.1 L




(1) Dengan nama Pajak Parkir dlpungut paja
badan jalan.

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh| perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri;

¢. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik.

(4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribad
bermotor.

(5) Waijib-Pajak Parkir adalah orang pribadi ata

tas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar

tau Badan yang melakukan parkir kendaraan

adan yang menyelenggarakan tempat parkir. . -

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif serta Wilayah Pemungutan

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

(3) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). ‘

(4) Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini.

(5) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi. L

i .

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

B IX SALINAN FOTO COPY TELAH DIFERIKSA KEBENARANNYA
SUAL QEMAN ASLINY/
PAJAK |AIR TANAH ncoaL: T Sldeter Be 12

JABATAN - KEPALA BAGIAN HUKLUM DAN
. PERUNDANG UNDARGAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajhk Q"

| 18 ol ';

Pa

(1) Dengan nama Pgjak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah. .

(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
untuk- keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan. perikanan rakyat, serta -
peribadatan.

(4) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air tanah. ex.,.

L=

12




(5) Wajib Pajak Afr Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air tanah. :

Bagia

C Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif P

jak Serta Wilayah Pemungutan

Pasal 19

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah|Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada’ayat (1) dinyatakan dalam rupiah
yang dihitung dengan merpertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

jenis sumber air; - | :

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air, dan

tingkat kerusakan lingkungan yang di

air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah seb
Peraturan Bupati.

(4) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar|20 % (dua puluh persen).

(5) Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini.

(6) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

0 o0 OT®

kibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan

gaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

‘ MENGETAHU! / MENGESAHKAN
BAB XI SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEB!'»sARANI::wA

G BURUNG WAh%'(l;'GAL: D?&SEWS Wag

. JABATAN KEPALA BAGIAN HUKUM [:AN
Bagian Kesatu PERUNDANG - UNDANG %

bjek dan Waijip Pajak__\_Q;'\__\,___,

CFEQETO e e

(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung
Walet. ‘ .

(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang
Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPY,

(4) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

(5) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

. Bagian Kedua
-Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Serta Wilayah Pemungutan

Pasal 21

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. ...

13
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(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
perkalian antara harga pasaran umum parang Burung Walet yang berlaku didaerah yang
bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. , ~ B

" (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(5) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. , o R

(6) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungur di wilayah daerah tempat pengambilan
dan/atau pengusahaan Sarang Burung Wa et.

- - BAB Xl :
MASA PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

(1) Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel, pelayanan di
restoran, penyelenggaraan hiburan, penggunaan tenaga listrik, pengambilan mineral bukan
logam dan batuan, penyelenggaraan te pat parkir, dan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

(2) Terhadap pajak reklame dan pajak air t3 ah, pajak yang terutang terjadi saat penetapan pajak
oleh Bupati. -

Pasal 24

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. . -

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak .
atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak .

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah
a. Pajak Air Tanah; dan

b. Pajak Reklame. MENGETAHUI ; “iNGESAHKAN
(4) Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak adalan SAUNANFOTO COPY TELAH DIERKSA KEBENARANNY
% " a. Pajak Hotel; . nGeAL (8 SR Eohe b 12
b. P aj ak R e St oran; JABATAN - gEgﬁl&ADBAG’AN HUKUM DAN
c. Pajak Hiburan; ' QﬁG'UNDANGA“
% d. Pajak Penerangan Jalan; E T GEESE TomBoGs
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; : e e USC .. .
% f. Pajak Parkir; dan -
g. Pajak Sarang Burung Walet. \ ’
(5) Wajib Pajak yang memenuhi ke ag’)iban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati
% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain

yang dipersamakan.
» (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan
- nota perhitungan ._ex.. - A

.'/ -
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(7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiba erpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan

SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

sal 25

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) fahun sesu ah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar,
2. jika SPTPD tidak disampaikan kep
setelah ditegur secara tertulis
. ditentukan dalam surat teguran; : o Coe
3. jika kewajiban mengisi SPTPD [tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data bary dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
c. SKPDN jika jumiah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
| persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
| paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
~ jumiah kekurangan pajak tersebut. : : AEETE
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. ' ' I
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

da Kepala Dagerah dalam jangka waktu tertentu dan .
idak disampaikan pada waktunya sebagaimana

B8 Bed Ead Bl Bd Bod Bod BEd R B

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan, SPTPD, SKFDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

el bl

gian Ketiga  MENGETAHUI / MENGESAHK N
Surat Tagihan Pajak SALINAN FOTE COPY TELAM DRI (€27 a0 i
: TANGGAL: LB Ohohobes: Sota ;
JABATAN KEPALA BAGIAN HUKL i 54
asal 27 PERUNDANG MDA
. " Qs |
(1) Kepala Dagrah dapat menerbitkan STPDjika: GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC |
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, | NIP 1959021 31685032007 !

b. dari hasil penelitian SPTPD terda t kekurangan pembayaran sebagai-aki S

dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; ex _ ..

15




-

-
-
»
-
»

o
-

g P AT
‘mﬁ = Sk

Rl Bud B4

¢4 B3 M

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang

huruf a dan huruf b ditambah dengan s
persen) setiap bulan untuk paling lama 15
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar s
administratif berupa bunga sebesar 2% (d

Bagi
kS Tata Cara Pemb

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jat
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari k

alam STPD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
telah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
a persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

n Keempat
aran dan Penagihan

al 28

h tempo pAembayara'n dan_penyetoran pajak yang
rla setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, |Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding, yan
bertambah merupakan dasar penagihan
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitk
(3) Kepala Daerah atas peromohonan Wajib
dapat memberikan persetujuan kepad
pembayaran pajak, dengan dikenakan bu

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
jak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling

jak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
a sebesar 2% (dua persen) sebulan. -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,

angsuran dan penundaan pembayaran paj k diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan b :
undangan. - ' . MENGETAHU! / MENGESAHKAN
' : SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
L DAN.SESUAI PENGAN ASLINYA,
Bagian Kelima ~ TANGGAL: | b’t%ﬂ' H B~
Keberatan dan Banding | “&™ T PORTIET
. _ﬁ oy
asal 30 GEESIETGHS T Sh M

(1) Wajib. Pajak dapat mengajukan kébera,ta

ditunjuk atas suatu
* SPPT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; dan

@~ oo T

sal 29

, TE108907 ¢ 18022078
hanya kepada kepaiaﬂaerah“ efabat yang .

Pemotongan atau pemungutan cleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan dTerah. :

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dala

yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka
tanggal pemotongan atau pemungutan
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa j
di luar kekuasaannya. ex...

m bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika
angka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

16




.‘}‘

(4) Keberatan dapat digjukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumiah yang
telah disetujui Wajib Pajak. R :
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persya
ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap seb
(6) Tanda penerimaan surat keberatan ya
ditunjuk atau tanda pengiriman surat ke

penerimaan surat keberatan.

ratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), .
ai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. -

diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang

ratan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti

n
o

asal 31

| (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan, sejak tanggal surat
3 keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

' ~ (2) Keputusan-Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
, , menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. , A
3 (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding: hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. .

(2) Permohonan banding' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan d ri surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menan guhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1

-
§ (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Futusan Banding. . -
-

(1) Jika pengajuan keberatan atau permononan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

% ; kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
: , persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. . e

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai

 dengan diterbitkannya SKPDLB. , . "

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar §0% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak- yang ‘telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan. o

(4) Dalam hal Waljib Pajak mengajukan rmohonan banding, sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak-atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang . telah dibayar sebelum.

mengajukan keberatan.

lan, Pengurangan Ketétapan, dan

Pembetulan, Pemba ]
engurangan Sanksi Administratif

Pengahapusan atau

Pasal 34

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKE
penerbitannya terdapat kesalahan
penerapan ketentuan tertentu dalam p

=

raturan perundang-idangan

JABATAN™: .~
i_ PERUNDANG - UNDANGAN 17




-
-
” (2) Kepala Daerah dapat : '
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
- kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
i dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
- _kesalahannya; ». .‘ : |
- b. Mengurangkan atau membatalkan PPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD,
Y SKPDN atay SKPDLB yang tidak benar, |~

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; ' _
" d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
% ; tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan _

' e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
i1 membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. : ”
i : (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

1 dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 -
‘é ~ diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. '

BABXIl . -
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARA

| Pasal 35

etribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat
epada Kepala Daerah.

g lama 12 (dua. belas) bulan, sejak diterimanya
bayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau
mengajukan permohonan pengembalian

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu pali
permohonan pengembalian kelebihan p
(1), harus memberikan keputusan.

. (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu |pe
permohonan pengembalian kelebihan
ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila keputusan jangka waktu sebag imana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak membe rikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Pajak atau utang R , :

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling fama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau
SKRDLB. _r ' :

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ‘atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak-atau Retribusi. ‘

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Igetcibusi.sebagaiman_a dimaksud

ling dama 6 (enam) bulan, sejak -diterimanya .
bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. MENGETAHL! - MENGESAHIAN
. . SAL|NAN FCTOC 307 TR0 4 5 ERIKSAKE LE NAR R NNYA
CANST i T NGAN ASLINYG N
AB XIV : TN | G“‘-&";w N1z

KEDALUWARSA PENAGIHAN & e o

PERLINDANG - UNDANGAN

;
§
Pasal 36 . p << ’

SEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

o ' NIP. 19590
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsagmnmlampaumm?m)-———,

tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah. sx.. S ' '
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(2) Kedalurwasa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat/Paksa; atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
" (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung s jak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah’
Wajib Pajak dengan kesadarannya meny takan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. : ‘ ' S

- (5) Pengkuan utang secara tidak langsung segaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan| angsuran atau ‘penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. "

Pasal 37

Bad Ed &

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan. - : .

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak  kabupaten yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah - kedalywarsa diatur' dengan Peraturan

Kepala Daerah.

. B XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

asal 38

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dendan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. ‘

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan |pemeriksaan tntuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam ra ka melaksanakan peraturan perundang-undangan’
perpajakan daerah. , ' .

(2) Waijib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. Memperiihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang ber ubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi
yang terutang; : ' - ,

b.- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap periu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan. - MENGE PAHIT , MENGESAIKAN
. SALINAN FOTg COPY TELAR DIPERIKSA KEBENARANNYA
. SESUR DENGAN ASLINY,
BAB XVI PN I i = il PO
INSENT F PEMU NGUTAN . JABATAN FEPALL ZAGIAN HUKUM DAN
. ] PERIINDANG - UNDANGAR
asal 40 . — S

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC..

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dibekiinsentit o ARG HRORRMEn

kinerja tertentu. A : -
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. =,
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peru dang-undangan yang berlaku.

-BAB/XVI :
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 41

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atéu’
" diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak |dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenagaahli yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentua . peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah. : . :

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi .atau saksi ahli dalam sidang
‘pengadilan; dan ' o : Coe s
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Darah untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. - ‘

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah|berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak -
kepada pihak yang ditunjuk. -

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkera pidana atau perdata, atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum|Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala
Darah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud.pada ayat (2) untuk memberikan dan memperiihatkan buki
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. ~ '

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka

atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan ’antmman
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. BlA

. ©

SALINAN FOTO COPY TELA+ JIPERIKSA KEEENAF SNHYA

) DAN SESUP! ¢ L AN ASUINYS
TANGGAL %Nhﬁ”?{o(a_
BAB XVIL | e ST S
PENYIDIKAN ' PERUNL . e
_\QL‘
Pasal 42 CGERT U TOMBCKAN, SH.MSC.,

* 1986032005

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan .

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan -atau laporan berkenaan -
dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas; _

b. Menefiti, mencari dan mengumpulkan /keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang | dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah; . ' : :

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan -
tindak pidana di bidang perpajakan Dagerah; ... , :
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d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
| perpajakan Daerah ; : j '
| e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
g dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; _
| f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
- | bidang perpajakan Daerah; : -
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
| saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa -identitas orang, benda, dan/atau
| dokumen yang dibawa; o :
_ Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
i. Memanggil orang untuk didengar ketérangannya dan dipériksa sebagai tersangka atau
saksi; ' : .
j.  Menghentikan penyidikan; dan/atau .
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukannya dimulainya penyidikan dan
memyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi.
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang—diatur—dalam.-Undang-undang —
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(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tida menyampaikarrSPTPD atau mengisttidak benar—

erangan yang tidak benar sehingga ‘merugikan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
lah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
enyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
‘keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ‘atau
ali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

atau tidak lengkap atau melampirkan
keuangan Daerah dapat dipidana denga
pidana denda paling banyak 2 (dua) kali j
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirk
keuangan Daerah dapat dipidana deng
pidana denda paling banyak 4 (empat)
dibayar. | 3

sal 44

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak atau ber hirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun
Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.

sal 45

(1) Pejabat atau ‘tenaga ahli yang ditunjuk Kepala Daerah yang karena. kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal|s bagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling -

banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). o

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajibannya atau seseorang yang nyebabkan tidak. dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.- (sepuluh
juta rupiah). ' '

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana seba
dilakukan atas pengaduan orang yang
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aimana dimaksud 'péda ayat (1) dan ayat (2) hanya
ahasiaannya dilanggar. es.. - '
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(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud p
adalah menyangkut kepentingan pnbadl ses
dijadikan tindak pidana pengaduan.

2 a

ada ayat (1) dan ayat (2 )'sesuai dengan ‘sifatnya

eorang atau Badan selaku Wajib Pajak karena itu

al 46

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan

negara.

B XX

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berl
Pajak Daerah dinyatakan tidak berlaku.

- KETENTUAN PENUTUP

sal 47‘

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, n

ku semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang

dengan penempatannya dalam Lembaran Dae

Diundangkan di Tondano .
pada tanggal.._ /5" ,4’5194(, Qo/l

LY Pémbma Utama Muda

nemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

ah Kabupaten Minahasa,a...

. Ditetapkan di Tondano |
pada tanggal / 4 Ap

~NiP. 19560728 197812 1 002
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PENJELASAN UMUM

PENJELASAN

TAS

\ PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR

PAJAK DAERAH

1 TAHUN 2011 -

TENTANG

BUPATEN MINAHASA

Bahwa dengan ditetapkannYa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana
Undang Nomor 12 Tahun 2008

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
maka Pemerintah Daerah  dituntut untuk dapat

mengembangkan potensi-potensi Pendapatan Daerah guna melaksanakan otonomi Daerah .

'yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

. Demikian halnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009-

tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Tahun 2000 tentang perubahan atas

Daerah sebagai- pengganti Undang-Undang Nomor 34
Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya mewujudkan otonomi Daerah dari aspek

pembiayaan Pemerintah dan Pemb

angunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli

Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah.’

Sehubungan dengan hal-hal ters ebut diataé, maka dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 khususnya menyangkut Pajak Daerah perlu disesuaikan
dan di tuangkan dalam Peraturan Daerah.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASA

Pasal 1

" Pasal 2

Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9

~ Pasal 10

Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13

Pasal 14 .

Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22

Pasal 23

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas |

Cukup jelas
Cukup jelas

" Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas es..-
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Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas ,
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas

- Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas '
Pasal 35 Cukup jelas -
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal46 Cukup jelas -
Pasal 47 Cukup jelas .
Pasal 48 Cukup jelasa...
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